BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 85 TAHUN 2020 |

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa,
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten
Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang WNomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

w\ 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
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(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 694);

11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keschatan Kabupaten
Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMBAWA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

N koo

10.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Keschatan Masyarakat sclanjutnya disebut
UPT Puskesmas adalah wunsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang yang berada di bawah Dinas.

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi
induknya.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas.

(2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
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UPT Puskesmas Kecamatan Alas Barat yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Alas Barat;

UPT Puskesmas Kecamatan Alas yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Alas;

UPT Puskesmas Kecamatan Buer yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Buer;

UPT Puskesmas Kecamatan Utan yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Utan;

UPT Puskesmas Kecamatan Rhee yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Rhee;

UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit I yang wilayah
kerjanya meliputi sebagian Kecamatan Labuhan Badas yaitu Desa
Karang Dima, Desa Labuhan Badas dan Desa Labuhan Sumbawa;

UPT Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas Unit 1I yang wilayah
kerjanya meliputi sebagian Kecamatan Labuhan Badas yaitu Desa
Sebotok, Desa Labuhan Aji, Desa Bajo Medang dan Desa Bugis
Medang;

UPT Puskesmas Kecamatan Unter Iwes yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Unter Iwes;

UPT Puskesmas Kecamatan Batulanteh yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Batulanteh;

UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Utara yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Moyo Utara;

UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Hilir yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Moyo Hilir;

UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Moyo Hulu;

UPT - Puskesmas Kecamatan Lenangguar yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Lenangguar;

UPT Puskesmas Kecamatan Orong Telu yang wilayah kerjanya
meliputi Kecamatan Orong Telu;

UPT Puskesmas Kecamatan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Lunyuk;

UPT Puskesmas Kecamatan Lantung yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Lantung;

UPT Puskesmas Kecamatan Ropang yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Ropang;

UPT Puskesmas Kecamatan Lopok yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Lopok;

UPT Puskesmas Kecamatan Sumbawa Unit I yang wilayah kerjanya
meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumbawa yaitu Kelurahan
Seketeng, Kelurahan Pekat, Kelurahan Brang Bara, Kelurahan Bugis
dan Kelurahan Samapuin;

UPT Puskesmas Kecamatan Sumbawa Unit II yang wilayah kerjanya
meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sumbawa yaitu Kelurahan
Brang Biji, Kelurahan Lempeh dan Kelurahan Uma Sima;

UPT Puskesmas Kecamatan Lape yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Lape;

UPT Puskesmas Kecamatan Maronge yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Kecamatan Maronge;
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w. UPT Puskesmas Kecamatan Labangka yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Labangka;

x. UPT Puskesmas Kecamatan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Plampang;

y. UPT Puskesmas Kecamatan Empang yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Empang; dan

z. UPT Puskesmas Kecamatan Tarano yang wilayah kerjanya meliputi
Kecamatan Tarano.

(3) Klasifikasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan UPT Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas.

(2) UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit
layanan yang bekerja secara profesional.

(3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang merupakan pejabat fungsional tenaga
kesehatan yang diberi tugas tambahan, dan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT Puskesmas;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BABV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT Puskesmas

Pasal 5

(1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah
kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
v Kepala UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
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a. penyelenggaraan upaya Kesehatan masyarakat tingkat pertama di
wilayah kerjanya; dan

b. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di
wilayah kerjanya.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

a.

b.

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,
berkesinambungan dan bermutu;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya
promotif dan preventif;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan
dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan
kerja sama inter dan antar profesi;

melaksanakan rekam medis;

merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya UPT
Puskesmas;

melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;

mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;

melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan
sistem rujukan;

melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan
masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan,;

menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang
bekerja sama dengan sektor lain terkait;

melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya
kesehatan berbasis masyarakat;

memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses,
mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;

memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat,
termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon
penanggulangan penyakit;

melakukan pembinaan terhadap pusat kesehatan masyarakat pembantu
dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berada di
wilayahnya;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat
Kesehatan Masyarakat; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya
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Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan

pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja UPT Puskesmas;

b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan
administrasi keuangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

a.

menyusun program kerja Subbagian Tata Usaha berdasarkan program
kerja UPT Puskesmas dan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPT Puskesmas;
melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi

kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan;
memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan;

menyampaikan saran dan pertimbangan, baik secara lisan maupun
tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas UPT Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.



(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.

(3} Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 11

(1) Kepala UPT Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan
yang diberikan tugas tambahan.

(2} Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb
atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Para pejabat di lingkungan UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja UPT Puskesmas dibebankan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang
sah.

(2) Dinas melaksanakan pembinaan tata kelola UPT Puskesmas dan tata
kelola klinis serta menerima pertanggungjawabanUPT Puskesmas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) UPT Puskesmas bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis.

(4) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT
Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Keschatan Masyarakat.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Puskesmas, baik secara teknis
operasional maupun teknis administratif berada di bawah, dibina dan
bertanggung jawab kepada Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi
lain di luar lingkungan UPT Puskesmas yang berkaitan dengan tugas
fungsinya.




Pasal 15

(1) Kepala UPT Puskesmas wajib memberikan laporan yang akurat tentang
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada
kepada Dinas.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Puskesmas, wajib
memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasannya serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya,
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di
lingkungan UPT Puskesmas tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata
kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4, Pasal 21
dan Pasal 22 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah
Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019
Nomor 10}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 45 podember 2020
BUPATI SUMBAWA,

M M. HUSNI DJIBRIL



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

,} BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 85

|
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

KEPALA UPT
SUBBAGIAN TATA
USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

\\ BUPATI SUMBAWA, Qf’ =

KA

§< M. HUSNI DJIBRIL
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